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BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja

di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);
3. Undang-Undang....

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara....
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Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);

17.Peraturan....
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011

Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2018 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2019 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);

21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Tahun 35),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2016 Tahun 25);

22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2018 Nomor 30), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 30

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019.
Pasal...
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018

Nomor 30), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Belitung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 1.017.615.330.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.141.087.099,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp. 1.039.756.417.099,00

2. Belanja:

a. Semula Rp. 1.117.515.681.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 134.398.636.211,01

Jumlah Pendapatan setelah Rp. 1.251.914.317.211,01
Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 212.157.900.112,01)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1)  Semula Rp. 99.900.351.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 112.257.549.112,01

Jumlah Penerimaan setelah Rp. 212.157.900.112,01

Perubahan

b. Pengeluaran

1)  Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. -

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp.212.157.900.112,01

Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp -

setelah perubahan

2. Rincian....
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

2. Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana

dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

pada tanggal 26 September 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI  SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 30


